TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN  KOBAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 by Abidin, Irene Merry Rizka Zainal
Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017 
 
116 
TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN 
PERLINDUNGAN  KOBAN DALAM 
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MENURUT 
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 20121 
Oleh : Irene Merry Rizka Zainal Abidin2 
 
ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana tindakan darurat 
penyelamatan dan perlindungan korban dalam 
penanganan konflik sosial menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial  dan bagaimana 
keadaan yang dialami oleh korban akibat 
terjadinya konflik social.  Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Tindakan darurat penyelamatan 
dan perlindungan korban dalam penanganan 
konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 
Sosial, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, 
tanggung jawab, dan wewenangnya, meliputi: 
penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi 
korban konflik secara cepat dan tepat; 
pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; 
pengungsi, termasuk kebutuhan khusus 
perempuan, anak-anak, lanjut usia dan 
kelompok orang cacat, dan upaya sterilisasi 
tempat yang rawan konflik dan penyelamatan 
sarana dan prasarana vital. Tindakan 
penyelamatan harta benda korban konflik dan 
pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa 
dari dan ke daerah konflik; dan upaya 
penegakan hukum. 2. Keadaan yang dialami 
oleh korban akibat terjadinya konflik sosial 
seperti hilangnya rasa aman, timbulnya rasa 
takut masyarakat, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma 
psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, 
sehingga menghambat terwujudnya 
kesejahteraan umum. 
Kata kunci: Tindakan Darurat, Penyelamatan 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Apabila konflik sosial telah terjadi, maka 
sangat diperlukan upaya penanganan konflik 
dalam bentuk tindakan darurat penyelamatan 
dan perlindungan korban. Hal ini dibutuhkan 
untuk mencegah semakin bertambahnya 
jumlah korban akibat konflik sosial dan 
menjamin terjadinya pemulihan situasi dan 
kondisi keamanan serta ketertiban dalam 
kehidupan masyarakat. 
 Konflik sosial tentunya dapat disebabkan 
oleh perseteruan dan/atau benturan 
kepentingan antarkelompok masyarakat yang 
mengakibatkan terganggunya stabilitas 
keamanan di suatu negara atau daerah secara 
nasional dan dapat menyebabkan pula 
terhambatnya pembangunan nasional. Oleh 
karena itu jaminan keamanan merupakan 
faktor yang penting bagi suatu negara untuk 
melaksanakan pembangunan nasional. 
 Menurut Penjelasan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial. I. Umum, 
keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya 
Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 
230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu 
kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun 
tidak langsung dapat memberikan kontribusi 
positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan 
masyarakat, namun pada sisi lain, kondisi 
tersebut dapat membawa dampak buruk bagi 
kehidupan nasional apabila terdapat 
ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan 
kesenjangan sosial dan ekonomi, serta 
ketidakterkendalian dinamika kehidupan 
politik.3  
 Terjadinya konflik sosial tentunya akan 
menimbulkan korban manusia, sehingga 
diperlukan upaya-upaya untuk melakukan 
tindakan darurat untuk penyelamatan dan 
perlindungan korban. Penanganan korban 
tentunya harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, agar dapat 
menjamin terpenuhinya hak-hak korban akibat 
konflik sosial. 
 Menurut Penjelasan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial. I. Umum, di samping 
itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia 
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yang makin terbuka mengakibatkan makin 
cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor 
intervensi asing. Kondisi tersebut 
menempatkan Indonesia sebagai salah satu 
negara yang rawan konflik, terutama konflik 
yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, 
terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa 
aman, timbulnya rasa takut masyarakat, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
korban jiwa dan trauma psikologis seperti 
dendam, benci, dan antipati, sehingga 
menghambat terwujudnya kesejahteraan 
umum.4  
 Konflik ada di masyarakat dan senantiasa 
melekat dalam diri setiap masyarakat, karena 
itu di mana ada masyarakat maka akan ada 
potensi untuk munculnya konflik, sedangkan 
yang dapat dilakukan manusia hanyalah 
mengatur dan mengendalikan konflik agar tidak 
terjadi dalam berbagai kekuatan yang akhirnya 
terakumulasi dalam bentuk kekerasan 
(violence).5    
 Konflik yang telah disadari dan dirasakan 
keberadaannya itu akan berubah menjadi 
konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang 
terlibat mewujudkan dalam bentuk perilaku. 
Misalnya, serangan secara verbal, ancaman 
terhadap pihak lain, serangan fisik, huru-hara, 
pemogokan dan sebagainya.6  
   
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana tindakan darurat penyelamatan 
dan perlindungan korban dalam penanganan 
konflik sosial menurut Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial ? 
2. Bagaimana keadaan yang dialami oleh 
korban akibat terjadinya konflik sosial ? 
 
C.  METODE PENELITIAN 
  Skripsi ini disusun dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif. Untuk 
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang 
diperlukan dalam menyusun Skripsi ini 
dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan 
hukum yang dikumpulkan terdiri dari  
peraturan perundang-undangan, buku-buku 
dan informasi tertulis baik dari media cetak 




Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Cetakan Pertama, 
Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 309. 
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maupun elektronik dan kamus-kamus hukum 
untuk menjelaskan istilah dan pengertian yang 
digunakan dalam penulisan ini.  
   
PEMBAHASAN 
A. Tindakan Darurat Penyelamatan Dan 
Perlindungan Korban Dalam Penanganan 
Konflik Sosial 
  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur 
pada Pasal 32 mengenai Tindakan Darurat 
Penyelamatan dan Pelindungan Korban. Pasal 
32 ayat: 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
melakukan tindakan darurat penyelamatan 
dan pelindungan korban sesuai dengan 
tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. 
(2) Tindakan darurat penyelamatan dan 
pelindungan korban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyelamatan, evakuasi, dan 
identifikasi korban Konflik secara cepat 
dan tepat; 
b. pemenuhan kebutuhan dasar korban 
Konflik; 
c. pemenuhan kebutuhan dasar 
pengungsi, termasuk kebutuhan 
spesifik perempuan, anak-anak, dan 
kelompok orang yang berkebutuhan 
khusus; 
d. pelindungan terhadap kelompok 
rentan; 
e. upaya sterilisasi tempat yang rawan 
Konflik; 
f. penyelamatan sarana dan prasarana 
vital; 
g. penegakan hukum; 
h. pengaturan mobilitas orang, barang, 
dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan 
i. penyelamatan harta benda korban 
Konflik. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan 
darurat penyelamatan dan pelindungan 
korban diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 Fungsi hukum sebagai sarana “social 
control” lebih mencerminkan usaha hukum 
untuk melakukan integrasi. Hukum difungsikan 
sedemikian rupa sehingga konflik-konflik 
kepentingan yang senantiasa berlangsung di 
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dalam kehidupan sosial dapat diatasi sehingga 
tidak mengganggu kehidupan masyarakat.7  
 Salah satu unsur dari Tindakan Darurat 
Penyelamatan dan Pelindungan Korban 
menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial ialah 
penegakan hukum mengatur sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 32 huruf (g). Hal ini 
menunjukkan adanya penegakan hukum 
bertujuan untuk menjamin hak dan 
pelaksanaan kewajiban masyarakat dapat 
berjalan dengan serasi dan seimbang.  
 Secara konsepsional, maka inti dan arti 
penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 
untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.8 
 Penegakan hukum dapat dilaksanakan 
secara efektif apabila, hukum yang dibentuk 
mampu memberikan kepastian hukum akan 
hak dan kewajiban, sehingga masyarakat dapat 
merasakan manfaatnya karena mendapatkan 
perlakuan yang adil dan sama kedudukannya 
dihadapan hukum. Dalam kenyataannya 
meskipun hukum yang dibentuk telah 
memadai, namun masih banyak terjadi 
pelanggaran hukum, sehingga diperlukan upaya 
penegakan hukum yang efektif, peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat serta dukungan 
sarana dan prasarana yang mampu mencegah 
dan mengatasi pelanggaran hukum yang 
terjadi. 
 Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan 
dari hukum, ia merupakan kebutuhan dalam 
kehidupannya. Hukum berfungsi mengatur 
hidup bermasyarakat, agar tertib, aman, damai 
dan tiap individu tidak saling menggangu hak 
orang lain. Hukum merupakan sandaran atau 
ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap 
(standard of conduct ) yang harus ditaati oleh 
setiap anggota masyarakat. Lebih jauh hukum 
berfungsi sebagai suatu sarana perekayasaan 
untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih 
sempurna (as a tool of social engineering), ia 
                                                          
7
Rusli Effendy, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, Teori 
Hukum, Hasanuddin University Press, 1991, hal. 81. 
8
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, Cetakan Keempat,  PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2002, hal. 3. 
sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya 
sesuatu tingkah laku (as a tool of justification), 
dan iapun sebagai alat untuk mengontrol 
pemikiran dan langkah-langkah manusia agar 
mereka selalu terpelihara, tidak melakukan 
perbuatan yang melanggar norma hukum (as a 
tool of social control). Kedudukan hukum 
sebagaimana disebutkan di atas, ditegakkan 
dalam rangka memelihara hukum tersebut 
menuju kepada kepastian hukum 
(recbtszekerheid) dalam masyarakat.9   
 Tindakan darurat penyelamatan dan 
pelindungan korban merupakan wujud 
pelaksanaan dari unsur-unsur yang menjadi 
dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
Penanganan Konflik Sosial. 
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
Tentang Penanganan Konflik Sosial, 
diberlakukan dengan dasar-dasar 
pertimbangan, sebagaimana dinyatakan pada 
bagian “Menimbang”: 
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, dan 
menegakkan hak asasi setiap warga negara 
melalui upaya penciptaan suasana yang 
aman, tenteram, tertib, damai, dan 
sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai 
wujud hak setiap orang atas pelindungan 
agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda; 
b. bahwa perseteruan dan/atau benturan 
antarkelompok masyarakat dapat 
menimbulkan konflik sosial yang 
mengakibatkan terganggunya stabilitas 
nasional dan terhambatnya pembangunan 
nasional; 
c. bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
penanganan konflik sosial masih bersifat 
parsial dan belum komprehensif sesuai 
dengan dinamika dan kebutuhan hukum 
masyarakat; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
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b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. 
 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan 
Konflik Sosial, Pasal 2; Penanganan Konflik 
mencerminkan asas: 
a. kemanusiaan; 





g. kesetaraan gender; 
h. ketertiban dan kepastian hukum; 
i. keberlanjutan; 
j. kearifan lokal; 
k. tanggung jawab negara; 
l. partisipatif; 
m. tidak memihak; dan 
n. tidak membeda-bedakan. 
 Penjelasan Pasal 2 huruf (a) Yang 
dimaksud dengan “asas kemanusiaan“ adalah 
bahwa penanganan Konflik harus 
mencerminkan pelindungan dan penghormatan 
hak asasi manusia serta harkat dan martabat 
setiap warga negara dan penduduk Indonesia 
secara proporsional. 
 Huruf (b): Yang dimaksud dengan “asas 
hak asasi manusia” adalah Penanganan Konflik 
harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-
hak yang secara kodrati melekat pada manusia 
dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus 
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh 
setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, 
demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan. 
Huruf (c): Yang dimaksud dengan “asas 
kebangsaan“ adalah bahwa Penanganan Konflik 
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 
Indonesia yang pluralistik dengan tetap 
memelihara prinsip negara kesatuan Republik 
Indonesia. Huruf (d): Yang dimaksud dengan 
“asas kekeluargaan“ adalah bahwa Penanganan 
Konflik harus mencerminkan musyawarah 
untuk mencapai mufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan. 
 Huruf (e): Yang dimaksud dengan “asas 
kebhinneka-tunggal-ikaan“ adalah bahwa 
Penanganan Konflik harus memperhatikan 
keragaman penduduk, agama, suku, dan 
golongan serta kondisi khusus daerah dan 
budayanya, khususnya yang menyangkut 
masalah sensitif dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 Huruf (f): Yang dimaksud dengan “asas 
keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik 
harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara, tanpa 
terkecuali. Huruf (g): Yang dimaksud dengan 
“asas kesetaraan gender” adalah bahwa 
kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan haknya 
sebagai manusia agar mampu berpartisipasi 
dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial 
budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh 
manfaat dan mampu berpartisipasi secara 
setara dan adil dalam pembangunan. 
 Huruf (h): Yang dimaksud dengan “asas 
ketertiban dan kepastian hukum“ adalah bahwa 
Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan 
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 
adanya kepastian hukum. Huruf (i): Yang 
dimaksud dengan “asas keberlanjutan“ adalah 
bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan 
secara terus-menerus dan berkesinambungan 
untuk menciptakan suasana tenteram dan 
damai. Huruf (j): Yang dimaksud dengan “asas 
kearifan lokal“ adalah bahwa Penanganan 
Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang 
hidup dan dihormati di dalam masyarakat. 
Huruf (k): Yang dimaksud dengan “asas 
tanggung jawab negara“ adalah bahwa 
Penanganan Konflik merupakan tanggung 
jawab seluruh komponen negara, baik 
Pemerintah maupun masyarakat. Huruf (l): 
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif“ 
adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan 
masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari 
perencanaan, pembiayaan, hingga 
pengawasan. Huruf (m): Yang dimaksud dengan 
“asas tidak memihak” adalah bahwa 
Penanganan Konflik berpegang teguh pada 
norma dengan tidak berpihak pada pihak 
manapun. Huruf (n): Yang dimaksud dengan 
“asas tidak membeda-bedakan” adalah bahwa 
dalam Penanganan Konflik harus memberikan 
perlakuan yang sama dengan tidak 
membedakan antarkelompok masyarakat. 
  
B.  Keadaan Korban Akibat Terjadinya Konflik 
Sosial  
 Pada umumnya korban dapat kita 
rumuskan sebagai seseorang yang menderita 
kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang 
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mengalami penderitaan secara emosional atau 
kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai 
akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau 
pembiaran) yang melanggar hukum pidana. 
“Korban” juga mencakup orang tua dari anak 
yang menjadi korban dan keluarga yang masih 
hidup (ahli waris) dari korban tersebut. 10 
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan 
Bagi Para Korban Kejahatan Dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan 
Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 
November 1985. A. Korban Kejahatan, angka: 
1. “Korban” diartikan sebagai orang-orang 
yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, telah menderita kerugian, termasuk 
cedera fisik atau mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau 
pelanggaran substansial dari hak-hak 
fundamental mereka, melalui perbuatan 
atau kelalaian-kelalaian yang merupakan 
pelanggaran dari hukum pidana yang 
berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk 
hukum yang melarang adanya kejahatan 
penyalahgunaan kekuasaan. 
2. Seseorang bisa dianggap sebagai korban, 
menurut Deklarasi ini, tanpa melihat apakah 
si pelaku telah diketahui, ditangkap, dituntut 
atau diputus bersalah serta tanpa 
memandang hubungan kekeluargaan antara 
pelaku dan korban. Istilah “korban” juga 
mencakup, bila memungkinkan, keluarga-
keluarga dekat atau keturunan dari korban 
pertama serta orang-orang yang mengalami 
kerugian ketika membantu korban ketika 
dalam tekanan atau ketika mencegah 
jatuhnya korban. 
3. Ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan 
kepada semua, tanpa pembedaan apapun, 
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, 
bahasa, agama, kewarganegaraan, opini 
politik atau opini lainnya, keyakinan dan 
praktek budaya, status kekayaan, kelahiran 
atau keluarga, asal-usul etnik dan sosial, 
cacat tubuh.11 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan 
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Konflik Sosial. Pasal 1 angka 2: Penanganan 
Konflik adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara sistematis dan terencana 
dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada 
saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang 
mencakup pencegahan konflik, penghentian 
konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pasal 1 
angka 3: Pencegahan Konflik adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya Konflik dengan 
peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem 
peringatan dini. 
 Pasal 1 angka 4: Penghentian Konflik 
adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri 
kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi 
perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah 
bertambahnya jumlah korban dan kerugian 
harta benda.  
 Pasal 1 angka 5: Pemulihan Pascakonflik 
adalah serangkaian kegiatan untuk 
mengembalikan keadaan dan memperbaiki 
hubungan yang tidak harmonis dalam 
masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan 
rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 
 Pasal 12 mengatur tentang Penghentian 
Konflik dilakukan melalui: 
a. penghentian kekerasan fisik; 
b. penetapan Status Keadaan Konflik; 
c. tindakan darurat penyelamatan dan 
pelindungan korban; dan/atau 
d. bantuan penggunaan dan pengerahan 
kekuatan TNI. 
Penghentian Kekerasan Fisik, diatur pada 
Pasal 13 ayat: 
(1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
dikoordinasikan dan dikendalikan oleh 
Polri. 
(2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh 
masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh 
adat. 
(3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 Penjelasan Pasal 12 huruf a: Yang 
dimaksud dengan “kekerasan” adalah tindakan 
yang dapat melukai fisik seseorang baik yang 
dilakukan dengan menggunakan senjata 
maupun yang dilakukan dengan tidak 
menggunakan senjata yang mengakibatkan 
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jatuhnya korban jiwa atau kerugian/hilangnya 
harta benda. 
  Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan 
Konflik Sosial, mengatur mengenai peran serta 
masyarakat dalam penanganan konflik sosial. 
Pasal 52 ayat: 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
Penanganan Konflik. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. pembiayaan; 
b. bantuan teknis; 
c. penyediaan kebutuhan dasar minimal 
bagi korban Konflik; dan/atau 
d. bantuan tenaga dan pikiran. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran 
serta masyarakat dalam Penanganan 
Konflik diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
  Pasal 53 ayat: 
(1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan 
untuk Pencegahan Konflik, Penghentian 
Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. 
(2) Pendanaan Penanganan Konflik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tanggungjawab bersama 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
dialokasikan pada APBN dan/atau APBD 
sesuai dengan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab masing-masing. 
  Pasal 54 ayat: 
(1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN 
untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran 
kementerian/lembaga yang bertanggung 
jawab sesuai tugas dan fungsinya. 
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana 
APBD untuk Pencegahan Konflik melalui 
anggaran satuan kerja perangkat daerah 
yang bertanggung jawab sesuai tugas dan 
fungsinya. 
  Pasal 55 ayat: 
(1) Pendanaan Penghentian Konflik dan 
rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana 
siap pakai pada APBN dan/atau dana 
belanja tidak terduga pada APBD oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian 
Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan 
Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai 
sewaktu-waktu secara langsung oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bersumber dari dana bagian 
anggaran bendahara umum negara. 
  Pasal 56 ayat: 
(1) Pemerintah mengalokasikan dana 
pascakonflik melalui anggaran 
kementerian/lembaga yang bertanggung 
jawab sesuai tugas dan fungsinya. 
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana 
pascakonflik melalui APBD. 
(3) Dana pascakonflik digunakan untuk 
mendanai kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang 
terjadi di daerah. 
  Pasal 57 ayat: 
(1) Pemerintah Daerah yang daerahnya 
mengalami konflik dan memiliki 
keterbatasan kemampuan pendanaan 
dapat mengajukan permintaan dana 
pascakonflik kepada Pemerintah melalui 
dana alokasi khusus (DAK) dengan 
melampirkan kerangka acuan kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik 
beserta rencana anggaran biaya. 
(2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan 
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh kementerian yang membidangi urusan 
dalam negeri. 
 Pasal 58: Ketentuan mengenai 
perencanaan, penganggaran, penyaluran, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan 
Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 
21, menyatakan: “Setiap orang adalah orang 
perseorangan, kelompok orang, dan/atau 
badan hukum”. (Pasal 1 angka 22): Korban 
bencana adalah orang atau sekelompok orang 
yang menderita atau meninggal dunia akibat 
bencana Pasal 1 angka (20): Pengungsi adalah 
orang atau kelompok orang yang terpaksa atau 
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk 
jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat 
dampak buruk bencana. 
 Pasal 26 ayat (1) Setiap orang berhak: 
huruf (a): mendapatkan perlindungan sosial 
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dan rasa aman, khususnya bagi kelompok 
masyarakat rentan bencana. Penjelasan Pasal 
26 ayat (1) huruf (a):”Yang dimaksud dengan 
masyarakat rentan bencana adalah anggota 
masyarakat yang membutuhkan bantuan 
karena keadaan yang di sandangnya di 
antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang 
cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan 
menyusui”. 
 Pasal 1 angka (15): Pemulihan adalah 
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang 
terkena bencana dengan memfungsikan 
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana 




1.  Tindakan darurat penyelamatan dan 
perlindungan korban dalam penanganan 
konflik sosial menurut Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial, dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, 
meliputi: penyelamatan, evakuasi, dan 
identifikasi korban konflik secara cepat dan 
tepat; pemenuhan kebutuhan dasar korban 
konflik; pengungsi, termasuk kebutuhan 
khusus perempuan, anak-anak, lanjut usia 
dan kelompok orang cacat, dan upaya 
sterilisasi tempat yang rawan konflik dan 
penyelamatan sarana dan prasarana vital. 
Tindakan penyelamatan harta benda korban 
konflik dan pengaturan mobilitas orang, 
barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; 
dan upaya penegakan hukum. 
2. Keadaan yang dialami oleh korban akibat 
terjadinya konflik sosial seperti hilangnya 
rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
korban jiwa dan trauma psikologis seperti 
dendam, benci, dan antipati, sehingga 




1. Tindakan darurat penyelamatan dan 
perlindungan korban dalam penanganan 
konflik sosial menurut Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial perlu ditindak lanjuti dengan 
upaya pemulihan setelah terjadinya konflik 
oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah secara terencana, terpadu, 
berkelanjutan, dan terukur, meliputi: 
rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. 
2. Keadaan yang dialami oleh korban akibat 
terjadinya konflik sosial memerlukan 
bantuan sepenuhnya dari pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah untuk melakukan 
upaya penciptaan suasana yang aman, 
tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir 
maupun batin sebagai wujud hak setiap 
orang atas pelindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda serta hak atas rasa aman dan 
pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas 
dari rasa takut merupakan jaminan terhadap 
hak hidup secara aman, damai, adil, dan 
sejahtera. Upaya penyelesaian konflik sosial 
perlu melibatkan unsur masyarakat seperti 
tokoh agama; tokoh adat;  tokoh 
masyarakat; pegiat perdamaian; dan wakil 
pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas 
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